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ABSTRAK 
EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN TERHADAP 
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
 
SYARIFUDIN QODRI 
F3407120 
 The purpose of this research is to evaluating collection restaurant tax is 
done by DPPKAD sub-province Karanganyar. In this final duty containing about 
comparison between tax collection prosedure pursuant to rules and regulations 
with field practice. From this reaserch can knowable optimalisation earning also 
know the resistence faced by DPPKAD sub-province Karanganyar and also to 
know the solutions in face of constraint that happened. 
 In the effort to reach target, the writer do comparison between tax 
collection prosedure pursuant Perda Nomor 21 Tahun 2001 with tax colletion in 
field. Technique of data collecting used by study bibliography and document 
obtained from research location. Besides that, data also obtained from interview 
with the tax collector offiicer which is related to research. 
 By doing comparison of above indicating that in procedures of restaurant 
imposition of there are difference and problems resulting its imposition not yet 
maximal. From this research is expected by collection restaurant tax can more 
optimal again. The conclusion of this research are that in collection execution not 
yet as according to Perda Nomor 21 Tahun 2001. the mentioned because of less 
conscious taxpayer about in importance tax in area development. 
 From this research is expected can give a consideration and input to 
DPPKAD sub-province Karanganyar and expected by a collection earn more 
optimal again. with the good and correctness collection system will improve the 
original earnings of area. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
  Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat 
penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah 
yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah 
mencakup semua aspek yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, 
pertahanan dan keamanan. Sebagai ukuran yang lazim mengenai masalah 
otonomi daerah adalah otonomi dalam bidang keuangan atau serta 
kemandirian suatu pemerintah daerah dalam rangka membiayai kegiatan 
pembangunan di wilayahnya.  
   Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Karanganyar merupakan kantor instansi pelayanan 
yang berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang 
bertugas memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan 
retribusi. Pendapatan tersebut merupakan salah satu jenis pajak negara 
yang hasil pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar harus 
lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang berada di 
Kabupaten Karanganyar. Dalam mengelola sumber-sumber pendapatan 
tersebut diharapkan dilakukan tanpa harus membebani masyarakat tetapi 
 xv
melalui penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan 
menegakkan sanksi hukum bagi Wajib Pajak yang menghindar. 
   Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dipungut Pemerintah Daerah 
dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus 
berguna mengatur dan menertibkan Wajib Pajak selaku Objek Pajak di 
wilayah Kabupaten Karanganyar. Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar 
mengharapkan pendapatan Pajak Daerah dan Pajak Retribusi di tiap 
tahunnya mengalami peningkatan.  
  Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Karanganyar adalah pajak restoran. Pajak restoran diatur dalam Peraturan 
Daerah Nomor 21 tahun 2001 sebagaimana merupakan salah satu sumber 
pendapatan asli daerah yang cukup berpotensial dalam rangka membiayai 
kegiatan pembangunan di wilayah Karanganyar. Pajak Restoran 
merupakan Pendapatan Asli Daerah  terbesar nomor tiga setelah PPJ 
(Pajak Penerangan Jalan) dan Pajak Hotel yang selalu meningkat tiap 
tahunnya. Dari pendapatan pajak restoran tersebut, diharapkan Pajak 
Restoran mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. 
  Oleh karena itu,  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar selaku perangkat daerah 
yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pajak Restoran  perlu 
mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh 
 xvi
pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan daerah 
Karanganyar. Besar kecilnya  penerimaan pendapatan pajak daerah 
terutama pajak restoran tergantung dari mekanisme pemungutannya. 
  Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis 
mengambil judul “EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DARAH 
KABUPATEN KARANGANYAR”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Menyadari akan masalah-masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, 
maka penulis mengambil masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak restoran di 
Kabupaten Karanganyar? 
2. Kendala apa yang terjadi menyangkut prosedur Pelaksanaan 
pemungutan pajak restoran? 
3. Apa solusinya untuk memecahkan masalah tersebut dalam 
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar? 
4. Berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Karanganyar? 
  
 
 
C. Tujuan Penelitian: 
 xvii
1. Mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak 
restoran di Kabupaten Karanganyar. 
2. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi menyangkut prosedur 
pelaksanaan pemungutan pajak restoran. 
3. Mengetahui solusi untuk memecahkan masalah prosedur pelaksanaan 
pemungutan pajak restoran. 
4. Mengetahui besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. 
 
D. Manfaat Penelitian: 
1. Mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak 
restoran yang benar dan sesuai dengan Perda yang berlaku di 
Kabupaten Karanganyar. 
2. Sebagai bahan pertimbangan, koreksi dan acuan dalam mengatasi 
kendala-kendala yang terjadi menyangkut prosedur pelaksanaan 
pemungutan pajak restoran dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. 
3. Mengetahui pendapatan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar 
apakah mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun. 
4. Dapat dijadikan masukan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar dari 
pembahasan masalah. 
 
E. Metode Penelitian 
 xviii 
1. Desain Penelitian 
Penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan  menggunakan metode 
Desain kasus. Desain kasus dilakukan apabila terdapat pertanyaan 
“bagaimana” menjadi permasalahan utama penelitian dengan 
keharusan membuat deskripsi/analisis/sintesis yang terbatas pada 
kasus tertentu untuk menjawab permasalahan tersebut. 
2. Objek Penelitian  
Objek penelitian berlokasi di Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar berupa Pajak 
Restoran dimana terdapat prosedur yang kurang tepat dalam proses 
pemungutannya dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Karanganyar. 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer  
Data Primer yaitu teknik pengumpulan data dalam suatu 
penelitain atau karya ilmiah yang diperoleh dari sumber pertama 
dan biasanya belum diolah (Ketut, 2009). Sumber data yang 
digunakan pada data primer berupa urutan dalam prosedur-
prosedur pemungutan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari 
sumber lain atau pihak kedua dan data ini biasanya sudah dalam 
keadaan diolah (Ketut, 2009). Data yang digunakan berupa 
 xix
sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Karanganyar, Struktur Organisasinya 
serta data yang didapat dari petugas pemungutan pajak restoran di 
Kabupaten Karanganyar. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa metode sebagai 
berikut: 
a. Observasi 
Observasi adalah pengamatan langsung terhadap sesuatu yang 
dijadikan objek penelitian (Korrie Layun, 2000). Dalam teknik 
pengumpulan data ini penulis melakukan pengamatan terhadap 
prosedur pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.  
b. Wawancara 
Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 
mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 
motivasi, perasaan yang dilakukan antara dua pihak yaitu 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang 
diwawancarai (E. Zaenal dan Amran, 2000). Penulis melakukan 
wawancara dengan narasumber yang berkompeten dibidangnya.  
 
 
5. Teknik Pembahasan 
 xx
Teknik pembahasan yang digunakan penulis yaitu dengan 
menggunakan pembahasan deskriptif. Teknik diskriptif yaitu suatu 
teknik untuk membuat gambaran atau deskripsi secara akurat 
mengenai suatu objek yang diteliti. Selain itu peneliti akan terikat 
kuat dengan desain yang telah diajukanya, sebab desain tersebut akan 
digunakan sebagai pegangan dalam proses penelitian (Muhammad 
Idrus, 2007). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
 xxi
TINJAUAN PUSTAKA 
LANDASAN TEORI 
 
1. Pengertian Evaluasi menurut beberapa pendapat: 
       Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris “evaluation” yang berarti 
penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi 
merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah 
telah berjalan seperti yang telah direncanakan (Wakhinudin: 2009). 
Achmad Sanusi (2002) juga mendefinisikan pengertian evaluasi adalah 
proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, 
apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas 
permasalahan yang ditemukan. 
 
2. Pengertian Sistem menurut beberapa pendapat: 
       Sistem adalah kumpulan atau jaringan dari beberapa unsur yang 
saling berkaitan untuk suatu maksud tertentu yang terpadu untuk 
melaksanakan kegiatan (Mulyadi, 2002:3). Pengertian sistem menurut 
Baridwan (1991:2) adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari bagian-
bagian yang saling berhubungan (subsistem) yang bertujuan untuk 
mencapai tujuan tertentu. Sedangkan  menurut Marshall B (1996:9) 
mendefinisikan sistem sebagai rangkaian dari dua atau lebih komponen-
komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai 
tujuan tertentu. 
 xxii
Unsur-unsur sistem menurut Mulyadi (2001:9) terdiri dari 4 komponen 
yaitu:  
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 
secara tegas. 
b. Wewenang dan prosedur catatan 
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. 
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
 
3. Pengertian Pajak 
       Pengertian pajak menurut Fieldman adalah prestasi yang dipaksakan 
sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa, (menurut norma-norma 
yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan 
semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum 
(Waluyo dan Ilyas, 2002:4). Sedangkan pengertian Pajak menurut Dr. 
Soeparman Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2003) adalah iuran 
wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 
norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan 
jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Berdasarkan 
Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan 
 xxiii 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Secara umum unsur- unsur pajak sebagai berikut: 
a. Iuran dari rakyat kepada negara yaitu negara yang berhak memungut 
iuran dari rakyat. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 
b. Berdasarkan undang-undang yaitu pajak dipungut berdasarkan atau 
dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 
c. Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari negara secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat 
(Mardiasmo, 2009). 
 
4. Fungsi Pajak 
Mardiasmo (2009) mendefinisikan fungsi pajak yang terdiri dari 2, yaitu: 
a. Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi Mengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk 
mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 
sosial dan ekonomi. 
 
 xxiv
5. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 
Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) 
c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis) 
d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil) 
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
 
6. Menurut Mardiasmo (2009) sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 sistem, 
yaitu: 
a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang 
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan 
besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya: 
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada 
fiskus. 
2. Wajib Pajak bersifat pasif. 
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
b. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang 
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 
besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-cirinya: 
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1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri. 
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
c. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak 
yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. 
 
7. Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo  (2009) terdiri dari 3 macam, 
yaitu: 
a. Pengelompokan Pajak menurut golongannya terdiri dari: 
1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 
Contoh: Pajak Penghasilan 
2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 
Pertambahan Nilai. 
 
 
 
b. Pengelompokan Pajak menurut sifatnya terdiri dari: 
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1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 
Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 
2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  
c. Pengelompokan Pajak menurut lembaga pemungut terdiri dari: 
1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak 
Penghasilan. 
2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
dan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri 
atas 2 macam yaitu, Pajak Provinsi (contoh: Pajak Kendaraan 
Bermotor) dan Pajak Kabupaten/Kota (contoh: Pajak Hotel, Pajak 
Restoran dan lain-lain). 
 
8. Mardiasmo (2009) mengelompokkan hambatan pemungutan pajak yang  
terdiri dari dua perlawanan, yaitu: 
a. Perlawanan Pasif 
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak disebabkan antara lain: 
1)  Perkembangan intelektuel dan moral masyarakat. 
2)  Sistem Perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. 
3)  Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan  dengan  
baik.                     
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b. Perlawanan aktif 
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 
secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk 
menghindari pajak. 
 
9. Tarif Pajak  
Ada empat macam tarif pajak yang dikemukakan Mardiasmo (2009), 
yaitu: 
a. Tarif Sebanding atau Proporsional yaitu tarif berupa presentase yang 
tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga 
besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai 
yang dikenai pajak. 
Contoh: Pajak Restoran sebesar 10% dari omzet. 
b. Tarif Tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap 
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 
terutang tetap. 
Contoh: Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan 
nilai nominal berapapun adalah Rp 1000,00. 
c. Tarif Progresif yaitu presentase tarif yang digunakan semakin besar 
bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
Contoh: Pasal 17 Undand-Undang Pajak Penghasilan. 
d. Tatif Degresif yaitu presentase tarif yang digunakan semakin kecil 
bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
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10. Definisi Pajak Daerah 
Pajak Daerah (Mardiasmo, 2009) adalah iuran wajib yang dilakukan 
oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah (Mardiasmo, 2009) terdiri dari 4 
komponen, yaitu: 
a. Pajak Daerah berasal dari negara yang diserahkan kepada daerah 
sebagai pajak daerah. 
b. Penyerahan berdasarkan Undang-Undang. 
c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai 
pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. 
d. Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada kekuatan Undang-
Undang atau peraturan hukum lainnya.  
Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 
1) Pajak Provinsi, terdiri dari: (1) Pajak Kendaran Bermotor dan 
Kendaraan di Atas Air; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
dan Kendaraan di atas Air; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor; (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 
Tanah dan Air Permukaan. 
2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak 
Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5)Pajak 
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Penerangan Jalan; (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan 
C; (7) Pajak Parkir dan Pajak lain-lain. 
 
11. Nama, Objek, dan Subjek Pajak Restoran 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Pajak Restoran, maka dijelaskan nama, objek dan 
subjek pajak restoran sebagai berikut: 
1. Pengertian Pajak Restoran 
Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan 
Restoran. 
2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak Restoran 
a) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap 
pelayanan di Restoran. 
b) Obyek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan 
di restoran. 
c) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 
melaksanakan pembayaran atas pelayanan restoran. 
 
 
 
BAB III 
PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Objek Penelitian 
 xxx
 Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, peranan masyarakat atau publik di era reformasi dan 
otonomi daerah dewasa ini menjadi semakin penting. Masyarakat bukan 
lagi sebagai obyek pembangunan, tetapi juga subjek pembangunan. 
 Otonomi daerah akan berdampak pada semakin besarnya 
wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada daerah dalam 
mengelola pembangunan dan keuangan didaerahnya masing-masing. 
Disamping hal ini akan berdampak pada sejumlah dampak positif, perlu 
diantisipasi kemungkinan timbulnya dampak negatif. Salah satu dampak 
negatif desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan 
daerah adalah kemungkinan bergesernya korupsi, kolusi, dan nepotisme 
(KKN) dari pusat ke daerah. Guna mengantisipasi hal ini dimensi 
partisipasi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pembangunan dan 
keuangan daerah menjadi penting. 
 Salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 
pembangunan keuangan daerah adalah dengan diwajibkannya pimpinan 
unit kerja di Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di lingkungan kerja pada 
setiap akhir tahun anggaran. Di samping itu, dalam pengelolaan 
anggaran daerah telah terjadi perubahan pendekatan yang harus lebih 
menekankan pada pentingnya aspek kinerja (performance). Dengan 
menerapkan anggaran kinerja (performance budgeting), pihak eksekutif 
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yang tidak saja dituntut untuk mempertanggungjawabkan beberapa dan 
kemana setiap sumber dana yang dimiliki daerah teralokasi, tetapi juga 
harus melihat apakah dana teralokasi tersebut sesuai dengan 
keepentingan dan kebutuhan masyarakat. 
 DINAS PEGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH            
KABUPATEN KARANGANYAR 
1. Kedudukan 
 Kedudukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai pengelola sumber 
Pendapatan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati 
karanganyar. Dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan 
Daerah Kabupaten Karanganyar No 9 Tahun 2001 tentang 
Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar. 
2. Kewenangan 
Bidang kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah adalah pengelola pendapatan daerah. 
 
 
3. Visi 
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar akan diarahkan atau dibawa agar dapat eksis dan apa 
yang akan dicapai pada masa depan. 
 xxxii
Visi DPPKAD adalah “menjadi dinas yang professional di bidang 
pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah melalui program 
intensifikasi dan eksentifikasi dalam rangka mendukung kabupaten 
karanganyar menuju tingkat pendapatan terkemuka di Jawa 
Tengah”. 
4. Misi 
Dalam rangka mendukung atau mewujudkan misi yang telah 
ditetapkan dan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, maka Misi 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Karanganyar dapat ditetapkan sebagai berikut: 
1) Meningkatkan sumber daya Pengelolaan Pendapatan Daerah 
yang Profesional. 
2) Meningkatkan fungsi pelayanan ketatausahaan/administrasi 
pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai sistem manajemen 
keuangan atau pendapatan daerah yang berlaku. 
3) Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang pendapatan. 
4) Meningkatkan pendapatan setiap tahun anggaran. 
5) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan 
semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatan pendapatan 
daerah. 
5. Tujuan 
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan 
merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun 
waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dinas 
 xxxiii 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar menetapkan tujuan sebagai berikut : 
1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola sumber-
sumber pendapatan daerah yang professional melalui pembinaan 
pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional. 
2) Meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen keuangan atau 
pendapatan secara efektif dan efesien. 
3) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang 
pendapatan daerah dan meningkatkan ke sasaran membayar 
pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur. 
4) Meningkatkan sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan 
dalam menunjang pelayanan prima dan peningkatan pendapatan 
daerah. 
5) Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah tiap tahun 
khususnya intensifikasi pengelolaan PAD dari sektor pajak dana 
penimbangan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain. 
6) Meningkatkan upaya peningkatan pendapatan daerah khususnya 
ekstensifikasi sumber-sumber baru pendapatan daerah yang 
potensial. 
7) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis denagn 
semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatan pengelolaan 
pendapatan. 
6. Sasaran 
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Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan 
dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran 
merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dalam 
Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah. Berdasarkan pengertian 
tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Karanganyar menetapkan sasaran sebagai berikut : 
1) Tersedia data potensi sumber-sumber pendapatan daerah 
khususnya pajak dan retribusi daerah melalui pendataan, 
penelitian, dan pengkajian. 
2) Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana sumber-
sumber pendaptan daerah yang memadai. 
3) Makin efektif dan efesien pengelolaan sumber-sumber 
pendapatan daerah. 
4) Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun 
anggaran. 
5) Terjalin hubungan atau kerja sama yang hormonis dengan semua 
pihak yang terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah. 
6) Terselenggaranya koordianasi yang mantap antar unit kerja 
pengelolaan pendapatan daerah dan dengan daerah tetangga di 
bidang pendapatan daerah. 
7) Makin bertambahnya jenis sumber pendapatan daerah yang 
menunjang peningkatan pendapatan daerah. 
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DESKRIPSI JABATAN 
1. Kepala Dinas 
Tugas: 
a. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 
b. Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
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c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan 
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. 
Fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 
meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, 
anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta 
kesekretariatan. 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan 
umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, 
yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, 
anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta 
kesekretariatan. 
 
 
2.   Sekretaris 
 Tugas: 
a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan 
perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan 
Dinas. 
b. Merumuskan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
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Fungsi: 
a. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas 
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, 
informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil 
kerja yang optimal. 
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Sekretariat terdiri atas: 
a. Kepala Sub Bagian Perencanaan 
Tugas: 
1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
Fungsi: 
1) Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan sesuai 
dengan ketentuan berlaku. 
2) Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
b. Kepala Sub Bagian Keuangan 
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Tugas: 
1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data 
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 
memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 
Fungsi: 
1)  Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi 
keuangan. 
2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan 
cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja 
dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan 
laporan kepada atasan. 
c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Tugas : 
1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan. 
2) Menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan 
kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Fungsi: 
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1) Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan 
keuangan di lingkungan Dinas. 
2) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan. 
 
3. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan 
Tugas: 
a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang 
Pendaftaran dan Pendataan. 
b. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di 
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 
Fungsi: 
a. Merumuskan rencana kerja dan program kegiatan bidang pendaftaran 
dan pendataan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah serta 
pendataan PBB. 
b. Merumuskan rencana kerja dan program kegiatan pendataan ijin HO, 
ijin bangunan dan ijin perumahan. 
Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri atas: 
a. Kepala Seksi Pendaftaran 
Tugas: 
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1) Membantu Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan dalam 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pendaftaran. 
2) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. 
Fungsi: 
1) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran wajib pajak 
dan wajib retribusi kepada atasan. 
2) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan. 
 
 
b. Kepala Seksi Pendataan 
Tugas: 
1) Menyusun rencana kegiatan dibidang pendataan, mencatat data 
obyek dan subyek . 
2) Menghimpun, mengelola, dan mencatat data obyek dan subyek 
pajak dan retribusi daerah. 
Fungsi: 
1) Melaksanakan pendataan ijin HO, ijin bangunan, ijin perumahan. 
2) Melaksanakan kegiatan pendataan Notaris/PPAT dan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
 
4.  Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan 
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Tugas: 
a. Merumuskan program kegiatan dibidang Penetapan dan Penagihan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
b. Merekomendasi surat perjanjian yang ada hubungannya dengan 
tontonan untuk Pemberian saran teknis pembayaran pajaknya. 
Fungsi: 
a. Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah 
melampaui jatuh tempo sesuai peraturan yang berlaku agar 
pembayaran pajak dan retribusi daerah tertib dan lancar. 
 
b. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan. 
Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri atas:  
a. Kepala Seksi Penetapan 
Tugas: 
1) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. 
2) Menyiapkan blangko penerbitan surat ketetapan guna 
mendapatkan penetapan pajak dan retribusi dari Kepala Seksi 
Penetapan untuk diproses lebih lanjut. 
Fungsi: 
1) Menyerahkan surat ketetapan kepada wajib pajak dan wajib 
retribusi untuk membayar pajak dan retribusi kepada bendahara. 
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2) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem 
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 
b. Kepala Seksi Penagihan 
Tugas: 
1) Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan dalam  
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi 
Penagihan. 
2) Menyusun program kegiatan di Seksi Penagihan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data 
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
Fungsi: 
1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub 
Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 
optimal. 
2) Menyusun rencana kerja di bidang penagihan pelaksanaan 
administrasi dan pendistribusian surat menyurat dan 
dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas. 
 
5.    Kepala Bidang Anggaran 
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Tugas: 
a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di 
Bidang Anggaran. 
b. Merumuskan program kegiatan di Bidang Anggaran berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang 
tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan. 
 
 
Fungsi: 
a. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di 
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 
b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan APBD dan 
perubahan APBD perkembangan dan sebagai bahan perumusan 
kebijakan atasan. 
Bidang Anggaran terdiri dari: 
a. Kepala Seksi Pengendalian Anggaran 
Tugas: 
1) Membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 
dan pengendalian kegiatan Seksi Pengendalian Anggaran. 
 xlv
2) Menyusun program kegiatan di Seksi Pengendalian Anggaran 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan. 
Fungsi: 
1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub 
Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 
2) Menyelenggarakan pengendalian APBD sesuai dengan ukuran, 
kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b. Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 
  Tugas: 
1) Membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 
dan pengendalian kegiatan Seksi Perencanaan dan Penyusunan 
Anggaran. 
2) Menyusun program kegiatan di Seksi Perencanaan dan 
Penyusunan Anggaran berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan. 
Fungsi: 
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1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub 
Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 
2) Membuat Surat Edaran Bupati tentang petunjuk penyusunan 
RKA-SKPD, Penetapan APBD maupun Perubahan APBD. 
 
6. Kepala Bidang Pembendaharaan dan Kas 
Tugas: 
a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di 
Bidang Perbendaharaan dan Kas. 
b. Merumuskan program kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Kas 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan. 
Fungsi: 
a. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di 
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 
b. Menyusun konsep peraturan, keputusan, edaran serta petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis Bupati dalam rangka pelaksanaan 
APBD. 
Bidang Perbendaharaan dan Kas terdiri dari: 
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a. Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas 
Tugas: 
1) Membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas dalam 
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan 
mengendalikan kegiatan di Seksi Perbendaharaan dan 
Pengendalian Kas. 
2) Menyusun program kegiatan di Seksi Perbendaharan dan 
Pengendalian Kas berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan. 
Fungsi: 
1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub 
Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 
2) Mengurus, mengajukan dan mencairkan dana-dana yang 
berasal dari pusat, propinsi dan lainnya. 
b. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengeluaran 
Tugas: 
1) Membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas dalam 
melaksanakan penyiapan bahan perumuskan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi 
Penerimaan dan Pengeluaran. 
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2)  Menyusun program kegiatan di Seksi Penerimaan dan 
Pengeluaran  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber 
data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
 
Fungsi: 
1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub 
Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 
2) Mengumpulkan hasil analisis Seksi Anggaran belanja 
langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal untuk 
disajikan sebagai bahan laporan dan evaluasi kepada atasan. 
 
7. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 
 Tugas: 
a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di 
Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. 
b. Merumuskan program kegiatan Akuntansi dan Aset Daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan. 
Fungsi: 
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a. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di 
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 
b. Mengkoordinasi pelaksanaan akuntansi baik langsung maupun tidak 
langsung dengan Bidang dan UPTD di lingkungan Dinas maupun 
Bendahara pada SKPD terhadap keabsahan setoran pendapatan 
Daerah maupun terhadap SP2D, pengeluaran, dan pembiayaan yang 
telah diambil (sesuai pembebanan rekening). 
Bidang Akuntansi dan Aset Daerah terdiri dari: 
a. Kepala Seksi Akuntansi 
Tugas: 
1) Membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dalam 
melaksanakan penyiapaan bahan perumuskan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi 
Akuntansi. 
2) Menyusun  program kegiatan Seksi Akuntansi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data 
yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan. 
Fungsi: 
1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub 
Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 
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2) Menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan 
pendapatan dan belanja serta pembiayaan Daerah berdasarkan 
catatan akuntansi sebagai bahan penyajian data kepada atasan 
maupun penyusunan laporan kinerja daerah. 
b. Kepala Seksi Aset Daerah 
Tugas: 
1) Membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dalam 
melaksanakan penyiapaan bahan perumuskan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Aset 
Daerah. 
2) Menyusun  program kegiatan di Seksi Aset Daerah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data 
yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan. 
Fungsi: 
1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub 
Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 
2) Melaksanakan pengawasan pembukuan secara sistematis dan 
kronologis mengenai aset. 
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B. Laporan Magang Kerja 
 Dalam hal ini kegiatan magang sangat penting bagi para mahasiswa. 
Disamping juga menjadikan pengalaman bagi mahasiswa, juga 
menjadikan manfaat dalam menghadapi dunia kerja untuk yang akan 
datang. Kegiatan magang diwajibkan bagi para mahasiswa karena 
kegiatan magang merupakan kelanjutan atau syarat untuk membuat Tugas 
Akhir. Dari kegiatan magang pastinya kita mempunyai pandangan dalam 
pembuatan Tugas Akhir.  
1. Alasan Tempat Pemilihan Magang 
   Alasan memilih melakukan magang di kantor Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar 
karena dalam fungsinya  mengurusi berbagai hal mengenai macam-
macam pajak daerah dan juga sebagai pengelola sumber pendapatan 
daerah. Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah merupakan wadah dalam melakukan pendataan, pendaftaran, 
dan menentukan tarif pajak daerah. Berbagai macam pajak misalnya : 
Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, PBB, PPJU, PKL, Pajak 
Hiburan dan lain-lain. Dari berbagai macam pajak tersebut dapat 
dijadikan untuk pedoman pembuatan Tugas Akhir. Yaitu dengan 
mengambil salah satu bidang pajak untuk dijadikan Tugas Akhir. 
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2. Alasan Pemilihan Divisi Magang 
   Untuk Pemilihan divisi Magang diatur oleh petugas pengurus 
magang di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Karanganyar. 
 
3. Aktivitas Magang 
   Aktivitas magang di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari -13 
Maret 2010 selama 1,5 bulan. Dalam hal ini penulis ditempatkan pada 
bidang Pendaftaran dan Pendataan yang memiliki fungsi mendata dan 
mendaftar suatu objek pajak, subjek pajak dan pajak retribusi daerah. 
Banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan para peserta magang seperti 
pada bidang penagihan, bidang pendataan dan pendaftaran dan 
penentuan tarif objek pajak. Di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah lebih banyak melakukan kegiatan praktek 
seperti mengedit data, memasukkan data dan juga melakukan praktek 
lapangan langsung tentang pendaftaran dan pendataan objek pajak di 
Kabupaten Karanganyar. Untuk lebih lengkapnya penulis membuat 
daftar tabel tentang aktivitas sehari-hari kegiatan yang dilakukan pada 
saat magang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Karanganyar.  
      Selama mengikuti magang tersebut kami memperoleh  wacana, 
mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh sehingga mampu 
mengatasi masalah-masalah riil yang terjadi didalam Kantor Dinas 
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Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar   dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
dengan menggunakan perspektif teoritis komunikasi yang diperoleh 
selama perkuliahan di program DIII Perpajakan Universitas Sebelas 
Maret. 
 
4. Jadwal Magang 
     Jadwal kegiatan magang di Kantor Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam satu minggu masuk 
selama 6 hari dimulai pada pukul 07.30 – 14.00 untuk hari Senin – 
Kamis. Hari Jumat pada pukul 07.30 – 11.00. Dan pada hari Sabtu 
pukul 07.30 – 13.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Pembahasan Masalah 
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 Pajak Restoran merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi 
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar yang 
pelaksanaannya dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar. Penerimaan Pajak Restoran di 
Kabupaten Karanganyar sangat dipengaruhi oleh banyaknya restoran dan 
proses sistem pemungutannya. Dalam pembahasan ini, penulis 
menjabarkan tentang sistem pemungutan pajak restoran menurut 
Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2001 dengan sistem pemungutan pajak 
restoran menurut praktek atau lapangan. Ditinjau dari dua sistem 
pemungutan tersebut terdapat beberapa perbedaan sehingga 
mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Berikut pembahasan mengenai 
sistem pemungutan pajak restoran yang diatur oleh Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2001: 
1. Pihak yang terkait dalam prosedur pemungutan 
a. Bidang Pendaftaran dan Pendataan 
Wajib pajak datang ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar untuk 
mendaftar dan melaporkan objek Pajaknya ke bidang 
Pendaftaran dan Pendataan. Bidang Pendaftaran dan Pendataan 
mendaftar dan mendata Wajib Pajak yang memiliki objek Pajak 
yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Pada bidang 
Pendaftaran dan Pendataan bertanggung jawab mendistribusikan 
dan menerima formulir pendataan yang diisi oleh Wajib Pajak 
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serta menerbitkan SPTPD yang kemudian diserahkan kepada 
Bupati.  
b. Bidang Penetapan dan Penagihan 
Berdasarkan SPTPD tersebut, kemudian menetapkan besarnya 
pajak yang terutang dengan menerbitka SKPD rangkap dua, satu 
untuk Wajib Pajak dan satu untuk Kantor Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar yang dijadikan arsip. Setelah Wajib Pajak 
menerima SKPD, kemudian Wajib Pajak membayarkan Pajak 
berdasrkan SKPD pada waktu yang telah ditentukan yaitu 
dengan mengisi SSPD rangkap dua. Pada bidang Penetapan dan 
Penagihan bertanggung jawab menerima dan mencatat semua 
laporan penerimaan yang telah dibayarkan Wajib Pajak atas 
Pajak Restoran yang terutang berdasarkan SKPD. 
c. Bidang Pembendaharaan dan Kas 
Setelah Wajib Pajak membayar Pajak yang teutang berdasarkan 
SKPD, kemudian pada bidang Penetapan dan Penagihan 
menyerahkan pembayaran Wajib Pajak dengan menyerahkan 
SSPD. Pada bidang Pembendaharaan dan Kas  mencatat 
penyetoran Wajib Pajak berdasarkan SSPD dan dimasukkan 
pada kas pendapatan pajak daerah. Pada bidang Penbendaharaan 
dan Kas bertanggung jawab terhadap semua pembayaran Pajak 
Restoran. 
d. Bidang Penagihan 
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Pada bidang Penagihan bertanggung jawab dalam menerbitkan 
Surat Perintah atau Surat Teguran atau Surat Paksa atau Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan kepada Wajib Pajak yang 
belum atau terlambat membayar tunggakan pajak dan 
menyampaikannya kepada Wajib Pajak. 
2. Dokumen atau formulir yang digunakan  
a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan 
dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan 
perundang – undangan perpajakan daerah.  
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang (SKPD) adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang 
terhutang. 
c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang digunakan 
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang 
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. 
d. Formulir Penagihan 
1) Surat Perintah adalah surat yang diberikan kepada Wajib 
Pajak dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar 
2) Surat Teguran adalah surat yang diberikan kepada Wajib 
Pajak atas keterlambatan pembayaran Pajak. 
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3) Surat Paksa adalah surat yang diberikan Wajib Pajak apabila 
mengabaikan Surat Teguran. 
4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat terakhir 
yang diberikan Wajib Pajak yang berisi tentang perintah 
penyitaan akibat mengabaikan surat teguran dan surat paksa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3. Flowchart 
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Prosedur Sistem Pemungutan menurut Perda: 
a. Bidang Pendaftaran dan Pendataan 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Dibawa 
                    Oleh WP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.1  Bagan Flowchart menurut Perda  
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Gambar III.2  Bagan Flowchart menurut Perda  
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Gambar III.3  Bagan Flowchart menurut Perda  
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 Maksimal 30 hari 
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 Setelah 10 hari 
 
 
  
 
 
 
 
 Gambar III.4  Bagan Flowchart menurut Perda  
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 Dilihat dari sistem pemungutan pajak restoran menurut Peraturan 
Daerah Nomor 21 Tahun 2001 terdapat perbedaan dengan penerapan 
atau praktek yang ada di lapangan. Berikut sistem pemungutan pajak 
restoran menurut praktek atau lapangan 
1. Pihak yang terkait dalam prosedur pemungutan 
a. Bidang Pendaftaran 
Petugas dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar mendatangi Wajib 
Pajak untuk mendata dan mendaftar objek pajak yang ada di 
wilayah Kabupaten Karanganyar. Petugas menyerahkan SPTPD, 
SKPD, SSPD berdasarkan survey lapangan masing-masing 
rangkap dua, satu untuk Wajib Pajak, satu lagi untuk Petugas 
guna diproses lebih lanjut. Kemudian petugas kembali ke 
Kantor. 
b. Bidang Pendataan 
Petugas menyerahkan SPTPD, SKPD, SSPD pendataan untuk 
dirinci dan diproses pada bidang pendataan. 
c. Bidang Penetapan dan Penagihan 
Setelah diproses di bidang Pendataan, kemudian SKPD diproses 
pada bidang penetapan dan penagihan untuk menetapkan 
besarnya pajak yang terutang denganrangkap dua, satu untuk 
Wajib Pajak guna melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD 
waktu yang telah ditentukan, satu untuk dijadikan arsip Kantor 
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Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 
d. Petugas Pemungut 
Setelah pada waktunya, petugas kembali lagi mendatangi Wajib 
Pajak untuk menagih pajak yang terutang sesusi SKPD. 
Kemudian petugas memberikan cap lunas kepada Wajib Pajak 
atas pembayaran pajak. Petugas mencatat pada juranal 
penerimaan kas dan memasukkannya dalam laporan realiasasi. 
e. Bidang Penagihan 
Jika terdapat Wajib Pajak yang belum membayar pajak 
terutangnya, Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar mengirim petugas 
untuk mengadakan negosiasi atas keterlambatan Wajib Pajak. 
2. Dokumen atau formulir yang digunakan 
a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan 
dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan 
perundang – undangan perpajakan daerah 
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang (SKPD) adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang 
terhutang. 
c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang digunakan 
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
 lxiv
Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang 
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. 
d. Formulir Penagihan 
1) Surat Perintah: surat yang diberikan kepada Wajib Pajak dari 
Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Karanganyar 
2) Surat Teguran: surat yang diberikan kepada Wajib Pajak atas 
keterlambatan pembayaran Pajak. 
3) Surat Paksa: surat yang diberikan Wajib Pajak apabila 
mengabaikan Surat Teguran. 
4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan: surat terakhir yang 
diberikan Wajib Pajak yang berisi tentang perintah penyitaan 
akibat mengabaikan surat teguran dan surat paksa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Flowchart 
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a. Bidang Pendaftaran 
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Gambar III.5  Bagan Flowchart menurut praktek lapangan. 
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Gambar III.6  Bagan Flowchart menurut praktek lapangan 
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Gambar III.7  Bagan Flowchart menurut praktek lapangan 
 
d. Petugas Pemungut 
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Gambar III.8  Bagan Flowchart menurut praktek lapangan 
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Gambar III.9  Bagan Flowchart menurut praktek lapangan 
 
 Berikut pembahasan mengenai perbedaan  yang terkait mengenai 
sistem pemungutan Pajak Restoran menurut Peaturan daerah Nomor 21 
Tahun 2001 dengan sistem pemungutan pajak restoran dalam praktek 
lapangan. 
Sistem pemungutan pajak restoran yang diatur berdasarkan  Peraturan 
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2001: 
a. Wajib Pajak datang ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar guna mendaftar 
kan dan melaporkan dengan mengisi formulir SPTPD, kemudian 
formulir SPTPD diserahkan kepada Bupati. 
b. Setelah Menerima STPD, Bupati menerbitkan SKPD rangkap 2, 
Lembar satu diserahkan kepada wajib pajak dan lembar ke dua 
4 
Petugas melakukan 
penagihan dengan 
negosiasi keterlambatan 
WP tidak membayar 
pajak sesuai dengan 
SKPD yang ditentukan 
Selesai 
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dijadikan arsip Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Karanganyar. 
c. Dalam penentuan besarnya pajak restoran sebesar 10 % dari dasar 
pengenaan pajak  
d. Dalam pasal 5 mengenai dasar pengenaan dan tarif Pajak Restoran, 
diharuskan menggunakan nota atau bon yang berguna sebagai dasar 
pengenaan Pajak Restoran. 
e. Dalam pemungutan Pajak Restoran, WP harus membayar pajaknya 
sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam SPTPD. Dari ketepatan 
tanggal pembayaran dan juga besarnya Pajak Restoran yang telah 
disepakati. 
 
Sedangkan sistem Pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh para 
petugas lapangan adalah sebagai berikut: 
a. Para petugas lapangan bagian pendaftaran dan pendataan dari Kantor 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Karanganyar mendatangi Wajib Pajak guna mendaftar 
dan mendata restoran, kemudian petugas memberikan formulir untuk 
di isi, dan menerbitkan SPTPD, SKPD dan SSPD berdasarkan 
survey yang dilakukan masing-masing rangkap dua, lembar satu 
untuk Wajib Pajak dan lembar yang lainnya dibawa para petugas 
untuk diproses. 
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b. Petugas kemudian kembali ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar untuk 
memproses  guna merinci data Wajib Pajak. 
c. Dalam penentuan Pajak Restoran tidak sesuai dengan Perda Pajak 
Restoran Kabupaten Karanganyar yaitu tidak menggunakan tarif 
10% dari dasar pengenaan pajak, melainkan dengan menggunakan 
negosiasi. Dan dalam proses negosiasi, para Wajib Pajak terkesan 
mengulur-ulur dan menginginkan pajak yang dikenakan serendah-
rendahnya. Para petugas pemungut pajak juga terkesan “mengalah” 
dalam arti penentuan pembayaran pajaknya sesuai keinginan Wajib 
Pajak. 
d. Mengenai pengenaan Pajak Restoran di Kabupaten Karanganyar 
memang mengunakan nota atau bon, tetapi penggunaan nota atau 
bon tidak dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Restoran. 
Pengenaan Pajak Restoran menggunakan metode negosiasi sesuai 
kesepakatan antara petugas pemungut Pajak dengan Wajib Pajak. 
e. Dalam pemungutannya, banyak Wajib Pajak yang menunda-nunda 
waktu pembayaran pajaknya. Dan petugas melakukan penagihan 
dengan melakukan negosiasi kepada Wajib Pajak mengenai waktu 
pembayarannya. 
      Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Karanganyar selaku kantor pelayanan yang berfungsi sebagai 
pengelola sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan pemungutan 
Pajak Restoran masih memiliki kendala. Hal ini terjadi dikarenakan 
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pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Karanganyar yang harus lebih aktif dalam proses 
pemungutannya. Berikut kenadala-kendala yang dihadapi Kantor Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar, antara lain: 
1. Dalam proses pemungutannya, petugas dari Kantor Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar dituntut lebih aktif. Para petugas yang memumngut 
langsung ketempat usaha Wajib Pajak memungkinkan pendapatan 
yang diterima menjadi kurang optimal karena keterbatasan petugas 
pemungut pajak, melihat wilayah Kabupaten Karanganyar yang 
begitu luas juga menjadi kendala bagi para petugas pemungut. 
Misalnya: petugas memungut pajak restoran di daerah Colomadu 
dan Tawangmangu yang tempatnya begitu jauh dan terbatasnya 
petugas memungkinkan menjadi kendala. 
2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban membayar pajak. 
Hal ini dikarenakan rendahnya sumber daya manusia yang selalu  
menginginkan pajak yang serendah-rendahnya untuk mencari 
keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan sikap Wajib Pajak yang 
selalu mencoba menghindari pajak.  
 
Berikut masukan/solusi dari kendala yang terjadi dilapangan: 
1. Dari pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Karanganyar lebih memperbanyak petugas 
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pemungut pajak mengingat wilayah Kabupaten Karanganyar yang 
begitu luas dan dimungkinkan masih banyak restoran yang belum 
terdaftar dan terdata dalam Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar. Dengan cara 
membuat tim khusus untuk pemungutan yang para petugas 
pemungutnya dibagi-bagi per Kecamatan dan mengatur waktu yang 
terjadwal agar proses pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan 
optimal. 
2. Mengenai Wajib Pajak yang tidak sadar akan membayar Pajak 
memang sangat sulit untuk mengatasinya. Mungkin dengan diadakan 
sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak akan pentingnya 
pajak terhadap suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah 
tersebut. Adapun cara yang lain demi meningkatnya kesadaran 
Wajib Pajak dalam membayar Pajak yaitu dengan memberikan 
hadiah-hadiah atau penghargaan kepada Wajib Pajak yang tertib 
membayar Pajak Restoran. Walaupun tidak begitu besar 
pengaruhnya terhadap kesadaran Wajib Pajak, tetapi akan membawa 
sedikit dampak positif bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar. 
 
 Penerimaan Pajak Daerah tarutama Pajak Restoran di Kabupaten 
Karanganyar mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Hal ini 
dikarenakan bertambahnya Wajib Pajak yang ada di Kabupaten 
Karanganyar, serta kemungkinan masih banyaknya para wajib pajak 
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yang belum terdaftar pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Karanganyar. Didukung dengan 
wilayah Kabupaten Karanganyar yang luas juga memungkinkan dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan dengan 
bertambahnya penerimaan Pajak Restoran, diharapkan optimalisasi 
penerimaan pajak daerah dapat terwujud dengan maksimal.  
       Berikut data penerimaan pajak restoran dan data total total 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2006-2009 yang dilihat 
pada tabel I: 
Tabel I 
Penerimaan  Pajak Restoran dan Total Penerimaan PAD 
Tahun 2006 - 2009 
Kabupaten Karanganyar 
No Tahun Jumlah 
Restoran  
Total Penerimaan 
PAD (Rp) 
Penerimaan Pajak 
Restoran (Rp) 
Kontribusi 
1. 2006 49 14.543.182.743  227.795.587 1,56 % 
2. 2007 56 19.053.558.588 254.303.867 1,33 % 
3. 2008 82 21.874.872.801  325.918.892 1,48 % 
4. 2009 90 21.644.560.819 341.942.742 1,57 % 
  
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
 
Rumus Menghitung Kontribusi:    
 
 
 
 Dari tabel diatas dapat dilihat besarnya kenaikan penerimaan Pajak 
Restoran pada tiap tahunnya. Kenaikan penerimaan Pajak Restoran 
Kontribusi =      Pajak Restoran          x 100% 
Total Penerimaan PAD 
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tahun 2006-2007 sebesar Rp 26.508.000,00. Pada tahun 2007-2008 
mengalami kenaikan sebesar Rp 71.615.025,00. Dan pada tahun 2008-
2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 16.023.850,00. Dari tabel I diatas 
dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun penerimaan Pajak Restoran 
mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya restoran 
yang ada di Kabupaten Karanganyar, sehingga meningkatkan 
penerimaan pajak daerah juga. 
  Mengenai kontribusi pajak restoran terjadi kenaikan dan 
penurunan. Itu disebabkan karena pengaruh kenaikan atau penurunan 
pendapatan pajak yang lain, seperti pajak hotel, pajak penerangan jalan, 
pajak parkir, pajak hiburan, pajak reklame dan sebagainya yang 
mempengaruhi kenaikan atau penurunan suatu kontribusi pajak daerah.   
 Dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran sangat berpotensial 
untuk digali lebih dalam lagi. Terlebih dengan adanya sistem 
pemungutan yang sesuai prosedur atau aturan yang berlaku, pastinya 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan menjadi optimal dan lebih 
besar.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. TEMUAN 
 Setelah penulis melakukan penelitian di  Kantor Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar terutama 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan pajak restoran, 
penulis dapat menyimpulkan kelebihan dan kelemahan yang ditemukan 
terkait dengan hal tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahan yang 
ditemukan penulis adalah sebagai berikut: 
1. Kelebihan 
a. Sistem pemungutan pajak restoran yang dilaksanakan cukup 
efektif karena petugas yang lebih berperan aktif, sehingga mampu 
memenuhi target realisasi pajak restoran yang telah ditentukan 
oleh Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Karanganyar. 
b.  Sistem pemungutan pajak restoran dimana para petugas datang ke 
tempat usaha wajib pajak menjadikan pajak yang diterima 
meningkat, walaupun berbeda dengan Peraturan Daerah Nomor 
21 Tahun 2001 tentang pajak restoran di Kabupaten Karanganyar. 
Hal ini dikarenakan kesungguhan para petugas dalam 
menjalankan kewajibannya dan menjadikan wajib pajak tertib 
membayar kewajiban pajaknya. 
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2. Kelemahan  
a. Masih sedikitnya petugas pemungut pajak yang ada di Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar karena melihat wilayah Karanganyar yang sangat 
luas. Dari hal tersebut, banyak pegawai  Dinas  Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar 
yang kerjanya merangkap guna memungut pajak. 
b. Masih rendahnya tingkat kesadaran sumber daya manusia tentang 
pentingnya pajak bagi daerahnya dan tidak adanya sanksi yang 
tegas bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya 
mengakibatkan masyarakat kurang peduli dengan pajak. 
 
B. KESIMPULAN 
      Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab 
sebelumnya yang berhubungan dengan sistem pemungutan pajak restoran 
di Kabupaten Karanganyar, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pajak restoran yang merupakan salah satu sumber penerimaan pajak 
daerah di Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya dikelola oleh 
Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
dimana sistem pemungutan dilapangan atau didalam prakteknya 
berbeda dengan sistem pemungutan yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran. 
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2. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam sistem pemungutan 
pajak restoran yaitu petugas yang harus datang ketempat Wajib Pajak 
untuk memungut pajak yang terutang disamping itu juga Kabupaten 
Karanganyar memiliki wilayah yang luas dan kurangnya kesadaran 
masyarakat akan arti pentingnya pajak sebagai sumbe penerimaan 
untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Maka dari 
itu penerimaan pajak restoran belum begitu optimal dan harus digali 
lebih intensif lagi. 
3. Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar mengalami 
peningkatan setiap tahunnya karena didukung dengan luasnya wilayah 
Kabupaten Karanganyar dan juga berpotensi bertambahnya wajib 
pajak yang baru. Dari luasnya wilayah tersebut, masih banyak 
restoran-restoran yang belum terdaftar pada Kantor Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar. 
 
C. SARAN 
Meninjau dari masih adanya kendala-kendala yang terkait dengan sistem 
pemungutan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar, penulis berusaha 
memberikan masukan ataupun saran kepada Kantor Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu 
dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 
kembali kepada Wajib Pajak. Karena Peraturan Daerah tersebut sudah 
jelas dan tegas mengenai prosedur-prosedur pemungutan pajak restoran. 
Mungkin yang harus diubah adalah mengenai tarif dasar keterlambatan 
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wajib pajak dalam memenuhi pajaknnya. Tarif yang ditetapkan terlalu 
kecil yaitu hanya mendapat sanksi administratif sebesar 2% dari besarnya 
pajak yang terutang. Dari hal itu, mungkin wajib pajak terlalu 
meremehkan sanksinya sehingga banyak wajib pajak yang dengan sengaja 
tidak melakukan kewajibannya. Dari beberapa masukan tersebut, 
diharapkan wajib pajak berperan aktif guna mengoptimalkan penerimaan 
pajak daerah dan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak 
memenuhi kewajibanya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.  
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